


Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

12.Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
2008 - 2013;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur ((Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

i.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

gtandar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana target
pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan
dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
RKPD, Rencana Strategi (Renstra-SKPD) dan Renja SKPD sebagai dasar
perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk
mewujudkan target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk
mencapai SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah lembaga di daerah yang

bertanggung jawab dalam penerapan SPM dengan mempertimbangkan tugas
pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumberdaya yang ada.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

mo e Fe

(1)

(2)

3)

Pengorganisasian

Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar (profil pelayanan dasar)
Sistem Informasi

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi

Pembiayaan
BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM
masing-masing pembidangan yang dilaksanakan SKPD Provinsi Kalimantan

Timur.

Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan kepada SKPD
Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang dilakukan oleh
Kepala SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian dan penerapan bersifat lintas
daerah disepakati antar daerah dengan kerjasama antar daerah.

Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian dan penerapan bersifat lintas
urusan disepakati bersama antar SKPD terkait Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal tersebut dapat ditinjau
dan dievaluasi kembali dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan,
kebutuhan dan prioritas daerah paling lama 1 (satu) tahun.

Batas waktu pencapaian SPM masing-masing bidang disesuaikan secara
Nasional dan di Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya
Peraturan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk Peraturan
ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 196205271985031006





